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BAB I

PENDAHULUAN

1.1....Latar Belakang

Memasuki era digitalisasi, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja dengan

spesifikasi yang tinggi. Mereka tidak hanya menginginkan karyawan yang pintar,

namun juga terampil dan mampu beradaptasi. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech berusaha keras menciptakan

lulusan terbaik dengan menyeimbangkan teori dan praktik melalui mata kuliah

Praktik Kerja Lapangan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi

teori yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu di sebuah perusahaan atau

instansi pemerintah. Menurut Pratama dkk (2018), praktik kerja lapangan adalah

suatu tahap profesional di mana seorang siswa (peserta) yang hampir

menyelesaikan studi (pelatihan) secara formal bekerja di lapangan dengan

supervisi oleh seorang administrator yang kompeten dalam jangka waktu tertentu

yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan melaksanakan tanggung

jawab.

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan yaitu agar mahasiswa memiliki

gambaran yang nyata terhadap aktivitas dunia kerja, sehingga membentuk mental

yang siap terjun, dengan pengalaman praktik kerjanya. Selain itu, melalui praktik

kerja lapangan ini diharapkan mahasiswa dapat belajar beradaptasi dengan

karakter-karakter manusia yang lebih beragam. Melatih komunikasi dengan
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sesama rekan kerja, melatih bekerja dengan cepat dan tepat, menegakkan disiplin

melalui presensi, dan lain sebagainya.

Praktik Kerja Lapangan juga dapat menjadi sarana memperluas koneksi.

Mahasiswa dapat menjalin hubungan baik dengan pegawai, sehingga pada saat

lulus nanti, mahasiswa dapat mencari informasi mengenai lowongan kerja ke

pegawai tersebut. Dengan mengantongi pengalaman magang di perusahaan yang

sama, ini tentu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa tersebut untuk

dipertimbangkan masuk sebagai calon pegawai.

Melihat pentingnya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini, penulis

memanfaatkan kesempatan baik tersebut dengan melakukan praktik kerja di

kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang

lebih dikenal dengan BPKP, merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang

berada di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. BPKP memiliki

kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi

Sumatera Selatan. Tugasnya yaitu melaksanakan pengawasan keuangan dan

pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di Sumatera Selatan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan penulis memilih

kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan yaitu karena penulis bekerja di instansi ini, sehingga

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan menjadi lebih efektif dan efisien.
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Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki enam

bidang, yaitu bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Perekonomian dan

Kemaritiman, bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah,

bidang Akuntan Negara, bidang Investigasi, dan bidang Program dan Pelaporan

Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A). Adapun bidang yang

menjadi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis yaitu bidang Instansi

Pemerintah Pusat (IPP) Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Polhukam PMK). Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di

instansi ini selama satu bulan dan membuat laporan sebagai syarat menyelesaikan

mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Laporan Praktik Kerja

Lapangan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Bagian Sekretaris Bidang

Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

1.2....Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diantaranya adalah

sebagai berikut:

1....Sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan

dan penyusunan Laporan Tugas Akhir.

2....Melatih keterampilan kerja, tata cara berkomunikasi, serta kemampuan

beradaptasi di dunia kerja.
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3....Mengetahui kendala-kendala yang sering dijumpai di dunia kerja

terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sekretaris bidang.

1.3....Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan memiliki manfaat bagi penulis selaku

mahasiswa, bagi Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan

Bisnis Palcomtech dan bagi kantor Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan selaku instansi.

1.3.1...Bagi Mahasiswa

Bagi penulis selaku mahasiswa, Praktik Kerja Lapangan memiliki

manfaat diantaranya:

1....Mendapatkan pengalaman kerja yang tidak diperoleh dari pembelajaran

di kampus.

2....Mendapatkan teman baru di lingkungan kerja.

3....Mendapatkan ilmu dan wawasan baru.

1.3.2...Bagi Program Studi Sistem Informasi

Bagi Program Studi Sistem Informasi, Praktik Kerja Lapangan

memiliki manfaat diantaranya:

1. Membantu mewujudkan visi dan misi Institut Teknologi dan Bisnis

Palcomtech dalam mencetak lulusan yang terampil.

2. Mendapatkan arsip laporan Praktik Kerja Lapangan yang dapat

dijadikan referensi untuk pembelajaran mahasiswa yang akan datang.
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1.3.3...Bagi Instansi

Bagi kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Praktik Kerja Lapangan ini

memiliki manfaat diantaranya:

1....Mendapatkan tenaga kerja sementara yang dapat membantu

penyelesaian tugas administrasi perkantoran.

2....Mendapatkan metode baru dalam hal pencatatan kartu penugasan.

1.4....Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di kantor Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

yang beralamat di Jalan Bank Raya No. 2 Kelurahan Lorok Pakjo,

Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Adapun alasan penulis melaksanakan

praktik kerja di instansi ini yaitu karena penulis ingin banyak belajar dari

kantor pemerintah yang sudah memiliki sistem dan tatanan manajemen yang

baik.

1.5....Waktu PKL

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama kurang lebih satu

bulan, yaitu mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 15 September

2023. Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan secara

bertahap selama masa perkuliahan Semester Lima Tahun Ajaran 2023/2024.

1.6....Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan, penulis

mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
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1.6.1. Observasi

Observasi (observation) atau yang biasa disebut pengamatan adalah

teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat diartikan

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang

ada pada objek penelitian (Santoso, Antariksa, dan Utami 2019). Sedangkan

menurut Sugiono dalam Wati Y.C. (2021) mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan pengamatan

terhadap alur tugas dan kegiatan serta budaya kerja di kantor Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

1.6.2. Wawancara

Menurut (Kriyantono, 2018) Wawancara adalah percakapan antara

periset, yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan

informan, yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting

tentang suatu objek. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada

Bapak Taufik Anwar, S.E. selaku pejabat pelaksana harian Koordinator

Pengawasan bidang Instanis Pemerintah Pusat Bidang Bidang Politik,

Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

1.6.3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti,
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notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari

beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan topik (Santoso, Antariska,

dan Utami 2019). Sedangkan menurut Sugiyono dalam Ekkal Prasetyo

(2017) dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

penelitian.
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BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Instansi

Dalam situs bpkp.go.id dijelaskan mengenai sejarah singkat Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana ia tidak dapat

dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak

sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936

secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari

berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat

dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan

Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan

perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian

Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi

Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri

Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan.

DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan

akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah

kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh

Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun

1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)

pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)
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meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang

semula menjadi tugas Djawatan Akuntan Negara dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan

anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada

Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan

keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30

Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah

non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga

pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami

kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek

pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP

sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang

ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau

lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan

obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
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Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau

pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi,

asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai

digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat

penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of

Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan

departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya

membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai

good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan

reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi

BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru

adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam

Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik

dan Bersih".
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Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP

ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan

pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern

Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan

pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi

dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah.

2.2 Visi dan Misi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi yang menginduk

pada visi BPKP Pusat, yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas

Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance

Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”.

Dalam menjalankan visinya, BPKP menetapkan misi Yaitu Melaksanakan

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
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Pembangunan Nasional, serta Membangun Sumber Daya Pengawasan yang

Berkualitas.

2.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon IIA)

yang dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Koordinator Pengawasan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Perban BPKP No. 9 Tahun 2021

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis ditempatkan di

Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik Hukum, Keamanan,

Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (IPP 2). Bidang ini dikepalai oleh

Koordinator Pengawasan yang membawahi Pengendali Teknis, Ketua Tim dan

Anggota Tim, yang dalam pelaksanaan tugas administrasinya dibantu oleh

seorang sekretaris bidang.
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2.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai ditunjuk menggunaka Surat

Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Kuasa Pengguna

Anggaran. Berikut pembagian tugas secara garis besar:

a.....Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin kantor Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kesehariannya, Kepala Perwakilan

dibantu oleh Sekretaris Kepala Perwakilan, yang merupakan staf bagian umum

yang diperbantukan di Sekretariat Kepala Perwakilan.

b.....Bagian Umum

Bagian Umum bertugas melakukan penyusunan rencana dan program tata

usaha, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga,

pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan laporan

Program Pelatihan Mandiri Perwakilan. Sebagai penunjang kegiatan pengawasan,

Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Bagian Umum yang memiliki tiga

Subkoordinator yaitu Subkoordinator Keuangan, Subkoordinator Kepegawaian

dan Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan

Kearsipan.

1....Subkoordinator Keuangan

Subkoordinator Keuangan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a)....Merencanakan anggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis

kinerja.
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b)... Menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

c)....Mengelola keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

d)... Mengajukan dokumen pembayaran gaji, tunjangan, dan sebagainya

e)....Melakukan pengujian atas tagihan.

f)....Tugas lainnya.

2....Asisten Koordinator Bidang Kearsipan, Rumah Tangga, dan Barang Milik

Negara

Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan

Kearsipan memiliki tugas tugas sebagai berikut:

a).. Penggandaan dokumen, pengadaan barang dan jasa, pembelian

perlengkapan, dan pengadministrasian perpustakaan.

b).. Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dalam

rangka pengelolaan inventaris kantor.

c).. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur dan fasilitas

perkantoran.

d).. Tugas lainnya.

3....Sub Koordinator Kepegawaian

Subkoordinator Kepegawaian, membantu kegiatan yang berkaitan dengan

administrasi kepegawaian, diantaranya sebagai berikut:

a).. Mengelola administrasi kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), dan

lain sebagainya.
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b).. Menggunakan Sistem Pengelolaan Data Pegawai (SISPEDAP) untuk

mengelola data pegawai.

c).. Tugas lainnya.

c.....Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan bertugas melakukan pelaksanaan dan pengendalian

pengawasan sesuai arahan Kepala Perwakilan. Bidang Pengawasan diketuai oleh

Koordinator Pengawasan (Korwas) dimana korwas-korwas tersebut membawahi

staf auditor yang terbagi menjadi tiga tingkatan jabatan, yaitu Pengendali Teknis,

Ketua Tim dan Anggota Tim. Adapun Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Selatan Memiliki 6 Bidang Pengawasan yaitu:

1....Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian Bidang

Kemaritiman

2....Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukam, Keamanan,

Pembangunan Manusai dan Kebudayaan.

3....Bidang Akuntan Negara

4. Bidang Akuntabilits Pemerintah Daerah

5. Bidang Investigasi

6. Bidang Program dan Pelaporan Pembinaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (P3AAPIP)
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BAB III

HASILDAN CAPAIAN KEGIATAN PRAKTIK KERJALAPANGAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan penulis di kantor

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera

Selatan yang beralamat di Jalan Bank Raya No. 2 Kelurahan Lorok Pakjo,

Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. PKL ini

dilaksanakan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00

WIB sampai dengan 15.00 WIB, selama kurang lebih 1 bulan yang terhitung

mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023. Dalam

pelaksanaannya, penulis dibimbing oleh Ibu Mirawati Fatimah S.E., yang

merupakan auditor dengan jabatan Pengendali Teknis.

Selama masa PKL ini, penulis ditempatkan di bagian Sekretaris Bidang

Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pengembangan

Manusia dan Kebudayaan. Penulis ditugaskan untuk membantu sekretaris dalam

melakukan pencatatan surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen bidang,

penginputan biaya perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Adapun rincian

kegiatan tersebut penulis sajikan dalam tabel 3.1.

No Tanggal Hari Laporan Kegiatan

1 14 Agustus
2023 Senin

Perkenalan diri kepada staf subbagian
kepegawaian, subbagian keuangan,
dan subbagian umum, termasuk

sekretaris kepala bagian umum dan
sekretaris kepala perwakilan

2 15 Agustus
2023 Selasa

Penempatan magang ke bidang IPP
Polhukam PMK dan perkenalan
dengan staf di bidang tersebut.
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3 16 Agustus
2023 Rabu

a. Menerima arahan dari koordinator
pengawasan bidang IPP Polhukam
PMK terkait tugas-tugas yang akan
dikerjakan selama praktik kerja
lapangan

b. Mengenal dan mempelajari
dokumen-dokumen yang
digunakan dalam pelaksanaan
tugas sebagai sekretaris bidang

4 18 Agustus
2023 Jum’at

a. Mengikuti senam pagi bersama
b. Mengantar surat tugas ke bidang

P3A

5 21 Agustus
2023 Senin

a. Mencetak amplop surat tugas
b. Mencatat surat tugas ke buku

penugasan

6 22 Agustus
2023 Selasa

a. Mencatat surat masuk dan keluar
b. Mengantar dokumen pertanggung

jawaban perjalanan dinas ke
subagian keuangan

7 23 Agustus
2023 Rabu

a. Mengantar laporan ke bagian
penjilidan

b. Membuat surat pengantar
pengiriman laporan ke objek
pemeriksaan

8 24 Agustus
2023 Kamis

a. Menyiapkan meeting zoom
pegawai

b. Mengantar laporan ke bagian
pengiriman

9 25 Agustus
2023 Jum’at a. Mengikuti senam pagi bersama

b. Membantu mencetak surat tugas

10 28 Agustus
2023 Senin

a. Membantu menginput costsheet
perjalanan dinas

b. Mencetak Surat Perjalanan Dinas

11 29 Agustus
2023 Selasa

a. Mencatat surat tugas ke buku
penugasan

b. Mencetak amplop surat tugas
c. Mencatat surat keluar

12 30 Agustus
2023 Rabu

a. Mengantar surat ke sekretaris
kepala perwakilan untuk proses
tanda tangan

b. Menginput surat TTE ke portal
MAP BPKP

13 31 Agustus
2023 Kamis

a. Membantu instalasi driver printer
di bidang IPP Polhukam PMK

b. Mencatat nomor laporan terbit
14 1 September Jum’at a. Mengikuti senam pagi bersama
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2023 b. Mencatat surat masuk dan keluar
c. Mencetak Surat Perjalanan Dinas

15 4 September
2023

Senin
a. Membantu membuat laporan

bulanan bidang IPP Polhukam
PMK

b. Mencatat surat masuk dan keluar

16 5 September
2023

Selasa a. Mengantar laporan ke bagian
pengiriman

b. Mencatat laporan yang dikirim

17 6 September
2023

Rabu a. Mencetak surat tugas
b. Membantu menginput costsheet
c. Mencetak Surat Perjalanan Dinas

18 7 September
2023

Kamis a. Mengarsip surat tugas
b. Mencatat surat masuk dan keluar

19 8 September
2023

Jum’at

a. Mengikuti senam pagi bersama
b. Menyiapkan meeting zoom

pegawai
c. Membuat surat pengantar

pengiriman laporan

20 11 September
2023 Senin

a. Membantu merekap kuitansi
pertanggungjawaban perjalanan
dinas pegawai

b. Mencatat angka realisasi
perjalanan dinas

21 12 September
2023 Selasa

a. Mencatat surat masuk dan keluar
b. Mengantar dokumen pertanggung

jawaban perjalanan dinas ke
subagian keuangan

22 13 September
2023 Rabu

a. Membantu arsip surat masuk
periode Januari-juni 2023

b. Mengantar surat konfirmasi
kehadiran pegawai ke subbagian
kepegawaian

23 14 September
2023 Kamis

a. Membantu menyiapkan dokumen
pertangung jawaban perjalanan
dinas

b. Mengantar dokumen pertanggung
jawaban perjalanan dinas ke
subagian keuangan

24 15 September
2023 Jumat

a. Mengikuti senam pagi bersama
b. Berpamitan ke staff bidang IPP

Polhukam PMK atas selesainya
pelaksanaan peraktik kerja
lapangan
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Setiap kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalankan Praktik Kerja

Lapangan merupakan bagian dari tugas sekretaris bidang IPP Polhukam PMK.

Adapun uraian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1....Mencatat Surat Tugas ke Buku Penugasan

Surat Tugas adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat (dalam hal ini

adalah Koordinator Pengawasan) dengan tujuan menugaskan satu atau beberapa

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, baik di kantor maupun di luar

kantor, dalam rentang waktu yang ditetapkan. Umumnya, Surat Tugas ini dibuat

berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPKP, untuk kemudian

ditindaklanjuti oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mempermudah penyusunan laporan bulanan, sekretaris bidang

mencatat Surat Tugas ini ke dalam buku penugasan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1 Buku Penugasan
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Pada gambar 3.1 menunjukkan bentuk buku penugasan yang digunakan

untuk mencatat penugasan pegawai. Adapun informasi surat tugas yang dicatat

dalam buku penugasan diantaranya adalah:

a....Nomor surat tugas, yaitu nomor yang digunakan sebagai identitas surat.

b....Tanggal surat tugas, yaitu tanggal penandatanganan surat oleh kepala

perwakilan.

c....Uraian penugasan, yaitu kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana tugas.

d....Nama pegawai yang ditugaskan, yaitu orang yang ditunjuk oleh kepala

perwakilan untuk menjalankan tugas.

e....Rentang waktu penugasan, yaitu tanggal dimulainya penugasan sampai

dengan tanggal berakhir penugasan.

f.... Pembebanan biaya penugasan, yaitu satuan kerja yang akan membiayai

penugasan.

Gambar 3.2 Mencatat Surat Tugas ke Buku Penugasan
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3.1.2....Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar

Surat Masuk adalah semua surat yang diterima oleh Bidang IPP Polhukam

PMK, baik dari eksternal BPKP maupun internal BPKP. Contoh surat dari

eksternal BPKP yaitu surat undangan dari instansi lain, sedangkan contoh surat

dari internal BPKP adalah nota dinas kepala perwakilan.

Surat Keluar adalah surat yang diterbitkan oleh Koordinator Pengawasan

Bidang IPP Polhukam PMK, baik untuk pihak eksternal seperti surat pengantar

laporan ke instansi lain yang menjadi objek pemeriksaan, maupun untuk pihak

internal seperti surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan lain sebagainya.

Kedua jenis surat ini dicatat ke dalam buku surat yang mencantumkan

informasi tanggal masuk dan keluar, nomor surat, uraian singkat, dan keterangan

lain. Berikut adalah gambar buku pencatatan surat masuk.

Gambar 3.3 Buku Surat Masuk
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Pada gambar 3.3 menunjukkan tampilan kolom-kolom yang terdapat pada

Buku Surat Masuk. Adapun informasi yang dicatat dalam buku diantaranya yaitu:

a....Nomor urut pencatatan, yaitu nomor yang dicantumkan dalam kolom nomor

untuk mengetahui jumlah surat yang keluar/masuk pada periode tertentu.

b....Nomor surat, yaitu nomor yang tercantum pada surat, berfungsi sebagai

identitas surat.

c....Nomor disposisi, yaitu nomor yang diisi oleh sekretaris kepala perwakilan

pada lembar disposisi dari kepala perwakilan ke bidang/bagian tertentu.

d....Asal surat, yaitu instansi/satuan kerja yang menerbitkan surat.

e....Uraian surat, yaitu informasi mengenai isi surat.

f.... Keterangan surat, yaitu perintah penindaklanjutan surat yang ditulis oleh

kepala perwakilan pada lembar disposisi.

g....Proses surat, yaitu nama pegawai yang tunjuk oleh koordinator pengawasan

untuk menindaklanjuti surat.

Berikut dokumentasi pada saat penulis saat melakukan pencatatan surat

Gambar 3.4 Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar
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3.1.3....Membuat Surat Pengantar Pengiriman Laporan

Laporan audit yang sudah ditandatangani oleh kepala perwakilan akan

dijilid dan dikirimkan ke instansi yang menjadi objek pemeriksaan. Sebagai bukti,

pengiriman laporan ini melampirkan surat pengantar yang akan ditandatangani

oleh penerima, lalu dikembalikan ke bidang untuk dijadikan arsip. Setiap ada

laporan yang hendak dikirim, penulis membantu membuatkan surat pengantar

sesuai dengan format yang tersedia.

Gambar 3.5 Surat Pengantar Pengiriman Laporan
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Pada gambar 3.5 menampilkan bentuk Surat Pengantar Laporan yang

akan disertakan pada saat pengiriman laporan ke instansi yang menjadi objek

pemeriksaan. Berikut informasi yang terdapat pada surat pengantar:

a.....Nomor surat pengantar, yaitu nomor surat yang diberikan oleh sekretaris

kepala perwakilan sebagai salah satu identitas surat.

b.....Alamat tujuan pengiriman, yaitu alamat lengkap instansi/satuan kerja yang

akan menerima laporan.

c.....Uraian laporan, yaitu hasil akhir dari laporan yang dikirim.

d.....Jumlah laporan, yaitu jumlah laporan yang dikirim ke satu alamat.

3.1.4....Menginput Surat Tanda Tangan Elektronik ke Portal Map Signature

Surat tugas yang sudah ditandatangani oleh kepala perwakilan akan

diupload ke Portal Map Signature dengan bentuk format file pdf untuk

ditandatangani secara elektronik. Setelah proses tanda tangan elektronik berhasil,

akan muncul barcode digital signature BPKP, lengkap dengan informasi Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada bagian footer.

Gambar 3.6 Penginputan Surat Tanda Tangan Elektronik
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Pada gambar 3.6 terdapat tampilan layar pada saat melakukan penginputan Surat

Tanda Tangan Elektronik ke dalam aplikasi Portal Digital Signature.Adapun isian

yang perlu diisi pada layar Portal Digital adalah sebagai berikut:

a....Pilih file dokumen Surat Tugas yang akan diupload

b....Judul file Surat Tugas yang akan diupload

c....Deskripsi perihal Surat Tugas

d....Nomor Surat Tugas

e....Tanggal Surat Tugas

f.... Tampilan QR Code yang diinginkan

g....Nama pejabat yang akan mereviu Surat Tugas

h....Tombol SIMPAN

Berikut adalah tampilan contoh surat yang sudah ditandatangani secara elektronik

oleh Kepala Perwakilan.

P

Gambar 3.7 Surat Tugas Bertandatangan Elektronik
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3.1.5....Mencatat Laporan Terbit

Laporan terbit adalah laporan penugasan yang dibuat oleh auditor

berisikan informasi mengenai hasil penugasan yang sudah ditandatangani oleh

kepala perwakilan. Laporan ini dijilid lalu dikirimkan ke instansi yang menjadi

objek pemeriksaan, dengan meninggalkan satu rangkap sebagai arsip. Laporan

terbit ini dicatat oleh penulis ke dalam buku laporan terbit.

Gambar 3.8 Buku Laporan Terbit

Pada gambar 3.7 menampilan Buku Laporan Terbit. Adapun informasi

laporan terbit dicatat dalam buku diantranya sebagai berikut:

a....Nomor urut, yaitu nomor yang diberikan untuk mengetahui jumlah laporan

dalam satu tahun.
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b....Nomor surat tugas dan tanggal penugasan, yaitu nomor dari surat tugas yang

dibuatkan laporannya, dilengkapi dengan tanggal penugasan.

c....Nama tim membuat laporan, yaitu nama pegawai yang menyusun laporan

tersebut.

d....Uraian atau judul laporan, yaitu garis besar laporan yang dirangkum dalam

satu kalimat.

e....Nomor laporan terbit, yaitu nomor yang diberikan sekretaris perwakilan

untuk setiap laporan yang diterbitkan oleh satuan kerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut adalah dokumentasi penulis saat melakukan pencatatan Laporan Terbit.

Gambar 3.9 Pencatatan Laporan Terbit
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3.2....Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan di bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik,

Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penulis

mengalami beberapa kendala antara lain :

1....Pencatatan surat masuk masih dilakukan secara manual menggunakan

buku surat masuk sehingga penulis terkadang harus mencari satu

persatu catatan di buku surat masuk.

2....Kendala dalam memonitoring penugasan pegawai karena surat tugas

dicatat manual di buku penugasan. Selain itu, jika terjadi perubahan

jadwal ataupun peserta penugasan, akan terdapat coretan di buku

penugasan sehingga terlihat kotor dan tidak rapi.

3....Kendala dalam penginputan costsheet atau rincian biaya perjalanan

dinas dikarenakan sering terjadinya perubahan jadwal penugasan

pegawai sehingga perlu menginput costsheet dari awal lagi.

3.3....Cara Mengatasi Kendala

1....Pencatatan surat masuk harus dilakukan secara komputerisasi

menggunakan aplikasi Google Form sehingga dalam penginputan

surat masuk bisa lebih mudah, rapi dan informasi surat lebih cepat

ditemukan. Adapun langkah pembuatan Google Form yaitu sebagai

berikut:
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i...Login akun gmail

j... Buka google apps pilih menu form

k.. Pilih start new form

l... Siapkan tamplate sesuai dengan pencatatan surat masuk, lalu

menginput

m. Untuk melihat database pencatatan surat masuk klik menu

responses

n.. Klik view in sheets, maka data pencatatan surat masuk akan tampil

Gambar 4.0 Google Form Penginputan Surat Masuk
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Gambar 4.1 Hasil Data Penginputan Surat Masuk

2....Pencatatan penugasan pegawai yang dilakukan secara komputerisasi

dapat membantu pimpinan atau koordinator pengawasan dalam

memonitoring penugasan pegawai dengan memanfaatkan Google

Spreadsheet yang dapat diakses dimana saja. Adapun langkah dalam

pembuatan Google Spreadsheet sebagai berikut:

a....Login akun gmail

b....Buka google apps pilih menu sheet

c....Pilih start new spreadsheet

d....Siapkan tamplate sesuai yang dibutuhkan, lalu minginput data

e....Klik share untuk memberi akses kepada pengguna data.
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Gambar 4.2 Google Spreadsheet pencatatan penugasan pegawai

3....Aplikasi yang digunakan untuk penerbitan costsheet sebaiknya lebih

fleksibel dengan memberikan fitur edit sehingga setelah penginputan

nama tim tidak langsung terkunci setelah di kilik tombol simpan.

Akan penulis tidak dapat mengeksekusi solusi ini dikarenakan

maintenance aplikasi costsheet berada di bawah kewenangan kantor

pusat.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan

di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Sumatera Selatan. Penulis ditempatkan di Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

dan ditugaskan untuk membantu sekretaris bidang dalam melaksanakan tugas

kesekretariatan. Penulis mendapatkan beragam ilmu dan pengetahuan,

terutama dalam hal administrasi surat dan dokumen penugasan auditor.

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum proses pengadministrasian

file/dokumen di kantor ini sudah baik. Akan tetapi, beberapa kegiatan

administrasi masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan surat masuk,

dan penugasan pegawai.

Penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi jika administrasi

dilakukan secara manual, diantaranya yaitu adanya kemungkinan

kehilangan/kerusakan buku catatan, serta keterbatasan akses bagi pengguna

jika semua data hanya dituangkan dalam bentuk hardcopy. Kendala lain yang

dijumpai penulis dalam penyelesaian pekerjaan sekretaris yaitu kesulitan

dalam melakukan perubahan data costsheet penugasan karena kekurangan

pada aplikasi.
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4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari Praktik Kerja Lapangan di

Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bidang

Insatansi Pemerintah Pusat Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, penulis menyampaikan beberapa saran atas

kendala-kendala yang sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan surat masuk dilakukan secara komputerisasi

2. Pemanfaatan google form dan spreadsheet dalam mencatat surat

masuk, monitoring penugasan pegawai

3. Penambahan fitur edit dalam aplikasi costsheet.

Dengan saran-saran tersebut diharapkan sekretaris bidang lebih

dimudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dan tentunya akan

memperlancar kegiatan perkantoran.
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